ABSTRAK

Tanah bengkok merupakan aset desa yang pemanfaatannya digunakan
sebagai kompensasi atas kedudukan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai
pamong desa. Setelah berlakunya PP No 47 Tahun 2015 pendapatan yang
bersumber dari hasil pemanfaatan tanah bengkok dapat digunakan untuk
tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa selain penghasilan tetap
dan tunjangan lainnya dari APB Desa.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan
pemanfaatan tanah bengkok di Desa Tampir Wetan setelah berlakunya PP No 47
Tahun 2015 dan dampak pemanfaatannya terhadap peningkatan pelayanan kepada
masyarakat di Desa Tampir Wetan. Selain itu juga diharapkan dengan adanya
pembahasan ini dapat menambah dan mengembangkan wawasan serta
pengetahuan dalam ilmu hukum mengenai pemanfaatan tanah bengkok.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis
empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat
deskriptif analitis. Subjek dalam penelitian ini adalah responden dan objeknya
adalah tanah bengkok. Data yang dikumpulkan dengan menggunakan data primer
melalui wawancara dan data sekunder serta dokumentasi.Metode analisa data
yang digunakanadalah analisa kualitatif.

Hasil yang diperolen dalam penelitian ini adalah pemanfaatan tanah
bengkok sebagian besar diserahkan kepada masyarakat. Bagi hasilnya dilakukan
dengan cara “paron”. Dampak dari pemanfaatan tanah bengkok setelah
diundangkannya PP No 47 Tahun 2015 adalah adanyapeningkatan pelayanan
kepada masyarakat di Desa Tampir Wetan.
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